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WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 30 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 
 

Menimbang :   a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi 
Tahun Anggaran 2019, perlu disusun Standar Biaya 

Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 sebagai 
pedoman serta memberikan estimasi batasan tertinggi 
terhadap besaran satuan biaya dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 

2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA 

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5697) ; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang 

telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

  9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03); 

  10. 

 

 

11. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016); 
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pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
dengan SKPD adalah perangkat  daerah pada pemerintah 

daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

6. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif 
dan indeks yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan 
kebutuhan kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang 

bersifat khusus. 

7. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tinggi yang 
ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan 

biaya keluaran yang penggunaaannya dapat bersifat lintas 
SKPD. 

8. Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan 
untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan SKPD tertentu. 

9. Satuan adalah standar atau dasar pembanding ukuran dalam 

perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.  

10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan 
pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen 

masukan kegiatan. 

11. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu 
tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan 
kegiatan. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana 

belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

13. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD  yang 
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 
anggaran oleh pengguna anggaran. 

15. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah pernyataan 
tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran pada SKPD atas penggunaan jenis satuan biaya di 

luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Walikota. 
 

 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi 
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam 

penyusunan RKA – SKPD, penyusunan DPA - SKPD, penyusunan 
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DPPA-SKPD, dan sebagai acuan besaran satuan biaya dalam 
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. 

 

Pasal  3 

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan 
batasan tertinggi atau estimasi biaya yang digunakan dalam 
penyusunan RKA – SKPD, penyusunan DPA - SKPD, penyusunan 

DPPA-SKPD, dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. 
 
 

BAB III 
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 

Pasal 4 

Standar biaya digunakan untuk : 

(1) Pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada 

proses penyusunan RKA – SKPD, penyusunan DPA - SKPD 
dan penyusunan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2019. 

(2) Acuan besaran satuan biaya tertinggi dalam pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2019. 

 

Pasal 5 

(1) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri 
dari : 

a. Standar Biaya Umum; dan  

b. Standar Biaya Khusus.  

(2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(3) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b tercantum dalam Lampiran II sampai dengan 
Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam hal standar biaya lain yang dibutuhkan tidak 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, SKPD 

dapat menggunakan standar biaya lain yang disertai dengan 
Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang 

ditandatangani oleh pengguna anggaran yang bersangkutan 
sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) merupakan bentuk 
pertanggungjawaban pengguna anggaran atas penggunaan 

standar biaya lainnya. 

(3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 



5 

 

Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  7 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan 
Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar 

Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 dan 
perubahan-perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

lagi. 
 
 

Pasal  8 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Bukittinggi. 

 
 
                                                           Ditetapkan di   Bukittinggi 

pada tanggal  28 September 2018 
    

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 

dto 

 
M. RAMLAN NURMATIAS 

 

 
Diundangkan di Bukittinggi 

pada tanggal      28 September 2018 
  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI  

 
   dto 

 
         YUEN KARNOVA 

 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 31 

 


